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PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA SETREN  






Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Setren 
Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian diharapkan memberi 
sumbangan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyepakati rancangan 
peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa 
penyelenggaraan pemerintahan di desa. 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang dilaksanakan di 
lapangan (field research). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Setren Kecamatan 
Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Narasumber atau informan dalam penelitian ini 
adalah adalah ketua BPD Desa Setren, anggota BPD Desa Setren, Kepala Desa 
Setren, masyarakat Desa Setren. Analisis data dalam penelitian menggunakan 
model interaktif. 
Hasil penelitian Analisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD dalam 
membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan 
pengawasan kinerja kepala desa penyelenggaraan pemerintahan di desa 
menunjukan bahwa BPD Desa Setren beserta Kepala Desa Setren telah membahas 
dan menyepakati tiga peraturan yaitu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes), Peraturan Desa Setren Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelestarian 
Lingkungan Hidup, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(RPJMDes). Pelaksanaan  fungsi BPD Desa Setren dalam  menampung  dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum bisa dikatakan maksimal, hal ini 
disebabkan karena kendala-kendala yang dialami BPD Desa Setren. Pelaksanaan 
fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Setren terkait dengan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap Kepala Desa dalam 
menjalanjan peraturan desa dan APBDes, BPD Desa Setren tidak hanya 
mengontrol pada saat pembentukan, dan penetapan APBDesa saja, tetapi juga 
pada saat APBDesa itu dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dalam laporan 
pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Desa Setren kepada BPD Desa Setren. 
Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten 
Wonogiri sudah terlaksana cukup baik namun belum maksimal dikarenakan masih 
terdapat kendala-kendala yang belum bisa diatasi oleh BPD Desa Setren. 
 
Kata kunci: fungsi BPD, pemerintahan desa, desa setren 
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ANALYSIS OF THE FUNCTION OF THE CONSULTATIVE BODY OF 
THE VILLAGE (BPD) IN THE CONDUCT OF THEGOVERNMENT IN 







Body of the village (BPD) in the conduct of the Government in the village 
of the subdistrict Setren Slogohimo Wonogiri Regency. The research results 
expected contributed knowledge and information to the public about the functions 
of the Consultative Body of the village (BPD) in discussingthe draft rules agreed 
and shared village village chief, holding and disbursing the aspirations of the 
community of the village, and monitor the performance of the Organization of the 
Government of the village chief in the village. 
This type of research including qualitative research carried out in the field 
(field research). This research was carried out at the village and subdistrict Setren 
Slogohimo Wonogiri Regency. The resource person or informants in this study 
was the Chairman of the BPD Village Setren, members of BPD Setren Village, 
the village head, village community Setren Setren. Data analysis in research using 
the interactive model. 
The research results of the Agency's Consultative function analysis of 
village (BPD in discussing and agree on the draft regulation of the village along 
the village head, accommodate and channeling the aspirationsof the community of 
the village, and monitor the performance of the Organization of the village chief 
of Government in the village suggest that BPD Setren Village with the village 
chief Setren have discussed and agreed on three regulations that is, income and 
Budget Shopping Village (APBDes), Regulation No. 4 Setren Village in 2011 
about the preservation of the environment. , The Draft Medium-Term 
DevelopmentOf The Village (RPJMDes). Execution of function of the BPD 
Setren Village in accommodating and channeling the aspirations of society still 
has not been fullest said this is because the constraints experienced by BPD Setren 
Village. The implementation of supervisory function carried out by the BPD 
Setren Village associated with the conduct of the Affairs of the Government and 
against the village chief in the village of APBDes and regulation menjalanjan, 
BPD Setren Village not only controlat the time of formation, and the 
determination of the APBDesa, but also APBDesa at the time it was implemented, 
and accounted for in the report of accountability for end of the year the village 
chief Setren to BPD Setren Village. 
Implementation of the Agency's consultative Function of the village (BPD) 
in the conduct of the Government in the village of the subdistrictSetren 
Slogohimo Wonogiri Regency have already done quite well buthave not been 
fullest because still there are constraints that can not be overcome by BPD Setren 
Village. 




Desa sebagai organisasi pemerintah terendah dan sekaligus merupakan 
harapan pelaksanaan (implementasi) urusan pemerintahan desa, pembangunan 
desa dan kemasyarakatatan. Oleh karena itu, perlu diadakan suatu 
pengkoordinasian dalam pemerintahan desa tersebut untuk mencapai 
pembangunan nasional. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 
pasal 11 menyatakan bahwa pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan 
Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). Dari konsep pemerintahan desa dapatlah 
diketahui bahwa desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang dikelola oleh 
Kepala Desa yang difungsikan untuk menjalankan pemerintahan, sedangkan BPD 
difungsikan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD merupakan 
badan legislatif desa yang akan mengawasi kebijakan yang dilaksanakan oleh 
Kepala Desa dalam menciptakan pembangunan desa.  
BPD dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat pemerintahan desa agar 
mampu menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dan proaktif dalam kegiatan 
pembangunan serta sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi pemerintahan 
desa. Dimana menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 pasal 34 yang 
menyatakan bahwa “BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala 
Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat“. Melalui fungsinya 
sebagai legislatif pada Pemerintahan Desa, maka BPD mengemban tugas sebagai 
penyalur aspirasi dari masyarakat, artinya dalam melahirkan kebijkan, BPD harus 
berlandaskan pada kepentingan bersama atau untuk seluruh masyarakat desa yang 
diwakilinya.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus 
melaksanakan yaitu:  
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 
Desa;  
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan  
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.  
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Didalam UU No. 6 Tahun 2014 diberikan batasan yang tegas apa yang dimaksud 
musyawarah desa, yakni pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan, bahwa 
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara 
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis.yang berperanan strategis pada musyawarah desa adalah BPD, 
karena musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD.  
Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik mengadakan 
penelitian yang berjudul “Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Setren Kecamatan Slogohimo 
Kabupaten Wonogiri”. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif interaktif dengan metode 
analisis interaktif,  karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkap keadaan dari 
suatu peristiwa, yaitu analisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten 
Wonogiri. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Setren Kecamatan Slogohimo 
Kabupaten Wonogiri. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai 
dengan penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama empat 
bulan, yaitu sejak bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2016. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, karena 
data yang dikumpulkan dan dianalisis adalah data dalam bentuk tulisan, tidak 
dalam bentuk angka. Selain itu data juga berupa dokumen, foto, dan lainnya. 
Penelitian ini menggunakan data kualitatif, dibuktikan dengan data yang 
diperlukan adalah dokumen tertulis, foto dan catatan lain mengenai analisis fungsi 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa 
Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Narasumber atau informan 
dalam penelitian ini adalah adalah ketua BPD Desa Setren, anggota BPD Desa 
Setren, Kepala Desa Setren, masyarakat Desa Setren. Analisis data  yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
Data penelitian ini diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi 
yang dilakukan peneliti di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. 
Kaitannya dengan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten 
Wonogiri, ditentukan beberapa indikator yang digunakan peneliti dalam 
pengumpulan data. Indikator yang menjadi acuan dalam menghimpun data 
penelitian fungsi Badan Permusyawaratan Desa meliputi membahas dan 
menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja 
Kepala Desa. 
1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. 
a. Fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 
Kepala Desa. 
Fungsi  pertama  dari  BPD  adalah  membahas dan menyepakati Rancangan 
Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Peraturan Desa merupakan aturan tertinggi 
yang ada di desa, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 
berpedoman pada Peraturan Desa sebagai implementasi kedaulatan rakyat di desa. 
Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah 
dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan 
Desa. (HAW Widjaja, 2005: 92).  
BPD Desa Setren bersama Pemerintah Desa Setren diketahui terdapat tiga 
peraturan yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD Desa setren dengan Kepala 
Desa Setren. Ketiga peraturan yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD Desa 
setren dengan Kepala Desa Setren yaitu : dokumen Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDes), dokumen Peraturan Desa Setren Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, dokumen Rancangan Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJMDes). 
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b. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. 
Fungsi BPD Desa Setren dalam  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  masih  
belum optimal. Pelaksanaan fungsi BPD tersebut sudah dilakukan sebaik-baiknya 
oleh BPD dalam setiap rapat namun masih ada kendala yaitu rendahnya 
kehadiran sebagian anggota BPD dalam rapat tersebut, sehingga fungsi BPD 
dalam menyalurkan aspirasi masyarakat diinterpretasikan cukup. Oleh karena itu 
kehadiran  anggota BPD perlu ditingkatkan  lagi sehingga aspirasi  masyarakat 
dapat terpenuhi oleh wakil-wakil mereka yang diamanahi tugas sebagai anggota 
BPD. Fungsi menampung  aspirasi dan menyalurkan aspirasi  masyarakat  yang 
dilaksanakan oleh BPD Desa Setren berjalan dengan cukup baik hal ini 
ditandai dengan adanya aspirasi yang diterima oleh BPD Desa Setren. 
c. Fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 
Pengawasan BPD Desa Setren dalam hal pelaksanaan APBDesa dapat 
dilihat dalam laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang 
pelaksanaannya diwajibkan untuk masa satu tahun anggaran. Laporan 
pertanggungjawaban ini akan memperlihatkan secara transparan apakah aktivitas 
kepala desa dalam penggunaan anggaran dalam memimpin penyelenggaraan 
pemerintahan di desa sudah sesuai dengan apa yang tertera di dalam APBDes. 
Adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Setren terhadap Pemerintah 
Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Setren 
membuat Pemerintah Desa tidak bisa bersikap semaunya sendiri. Kondisi 
demikian menuntut Pemerintah Desa untuk selalu bersikap hati-hati dan 
mengutamakan kepentingan masyarakat desanya dengan memperhatikan aspirasi-
aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. 
2. Kendala-kendala yang ditemui ketika Pelaksanaan Fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Setren Kecamatan Slogohimo 
Kabupaten Wongiri. 
Adapun kendala yang dihadapi oleh BPD Desa Setren dalam melaksanakan 
pemerintahan di Desa Setren meliputi, rendahnya kualitas sumber daya BPD, 
kurangnya kerjasama dengan Kepala Desa, kurangnya anggaran BPD dalam 
melaksanakan fungsinya. Kendala-kendala tersebut datang dari dalam atau 
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kendala pelaksanaan fungsi BPD yang bersumber dari dalam anggota BPD itu 
sendir dan kendala dari luar atau kendala yang berasal dari luar keanggotaan BPD. 
Adapun kendala-kendala tersebut adalah: 
a. Sumber Daya Badan Permusyawaratan Desa 
Dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan 
semakin tinggi analisis terhadap gejalagejala sosial yang terjadi dalam suatu 
lingkup masyarakat, dan kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pengurus Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) Setren masih standar sehingga hal inilah yang 
menjadi faktor penghambat di dalam merumuskan peraturan desa yang akan 
dibuat. 
b. Kerjasama dengan Kepala Desa 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa mempunyai 
kedudukan yang setara, karena keduanya sama-sama dipilih oleh anggota 
masyarakat desa setempat, tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, 
terkesan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewenangan 
mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Sementara Kepala Desa 
dalam proses penetapan Perangkat Desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan 
kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, demikian kedua belah 
pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama mengemban amanah dari 
masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BPD.  
Tarik menarik kepentingan dalam implementasi fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) yang terjadi di Desa Setren adalah wujud ketidak 
matangan para penyelenggara pemerintahan dalam menyikapi suatu proses 
demokrasi, malah menjadikanya sebagai jalan untuk mempertegang jalannya 
pemerintahan dengan harapan menjadikan masyarakat jenuh terhadap 
kepemimpinan yang ada, mereka tidak mampu menciptakan sportifitas politik, 
sehingga penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak ada yang efektif baik Kepala 
Desa apalagi BPD. 
c. Anggaran Penyelenggaraan Fungsi BPD 
Minimnya sumber dana yang dikelola di Desa Setren juga menunjukkan 
kurangnya inisiatif dan kemampuan pemerintah desa dan BPD dalam mengelola 
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aset desa yang dapat menjadi sumber pendapatan asli desa yang dapat digunakan 
untuk menyelenggarakan pembangunan di desa. Tingkat pendidikan juga sangat 
dibutuhkan Badan Permusyawaratan Desa untuk dapat meramu dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat kepada pemerintah, namun kenyataan yang terjadi di Desa 
Setren tingkat pendidikan anggota BPD masih rendah, sehingga yang menjadi 
harapan masyarakat jarang terkomunikasikan kepada pemerintah desa oleh karena 
keterbatasan intelektual yang dimiliki oleh anggota BPD Desa Setren. 
 
4. PENUTUP 
Fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 
Kepala Desa berjalan dengan baik hal ini diketahui terdapat tiga peraturan yang 
telah dibahas dan disepakati oleh BPD Desa setren dengan Kepala Desa Setren. 
Ketiga peraturan yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD Desa Setren dengan 
Kepala Desa Setren yaitu : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), 
Peraturan Desa Setren Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelestarian Lingkungan 
Hidup, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Setren (RPJMDes). 
Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi  masyarakat desa yang 
dilaksanakan oleh BPD Desa Setren berjalan dengan cukup baik hal ini 
ditandai dengan adanya aspirasi yang diterima oleh BPD Desa Setren. Fungsi 
melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang dilakukan BPD Desa Setren 
dalam hal pelaksanaan APBDesa berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dalam 
laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang pelaksanaannya 
diwajibkan untuk masa satu tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini 
akan memperlihatkan secara transparan apakah aktivitas kepala desa dalam 
penggunaan anggaran dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa 
sudah sesuai dengan apa yang tertera di dalam APBDes. 
Tingkat pendidikan Anggota BPD Desa Setren masih rendah, Stratifikasi 
atau tingkat pendidikan juga berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kehadiran Badan permusyawaratan Desa 
(BPD) dalam pemerintah Desa dengan sebagai fungsi dan kewenangannya 
diharapkan mampu mewujudkan sistem chek and balances dalam 
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penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pola hubungan sejajar antara BPD dan 
Kepala Desa dalam penyelenggaan pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan, ternyata dalam pelaksanaanya diwarnai oleh 
praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan mengarah kepada 
terjadinya konflik serta menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi Kepala 
Desa Setren atas BPD Desa Setren. Salah satu penghambat dalam pelaksanaan 
fungsi BPD sangat ditentukan oleh dana atau keuangan desa, disisi lain dana yang 
diberikan hanya sekedar untuk memberikan honorarium bagi anggota BPD Desa 
Setren sehingga untuk dapat melihat pelaksanaan fungsi BPD itu sendiri 
dipastikan kurang efektif dan ini dilihat sebagai faktor penghambat didalam 
pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu keuangan desa.  
Permasalahan kualifikasi pendidikan sangat sulit untuk diatasi hal ini 
dikarenakan tingkat pendidikan tinggi tentunya menginginkan pendapatan yang 
memadai, namun pendapatan yang diperoleh sebagai pengurus BPD hanya 15% 
dari sumber pendapatan desa berdasarkan atas aturan yang telah ditetapkan dalam 
Undang-Uundang No.32 tahun 2004 tentang keuangan desa. Belum ada upaya 
yang dilakukan guna mengatasi kendala sumber daya Badan Permusyawaratan 
Desa Setren. Upaya untuk mengatasi kendala kurangnya kerjasama dengan 
Kepala Desa BPD Desa Setren melakukan berbagai kegiatan seperti mengadakan 
rapat koordinasi dengan pemerintah desa setiap satu kali dalam seminggu. Dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi BPD Desa Setren  terkendala oleh anggaran, hal ini 
memang sulit untuk diatasi dikarenakan anggaran untuk BPD sudah ditentukan, 
jadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD Desa Setren terkadang 
menggunakan bantuan swadaya masyarakat, dan mengatur anggaran sebaik 
mungkin agar dalam pelaksanaanya tidak terjadi kekurangan dana. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
PPKnFKIPUMS, 2013. PPKn FKIP UMS Mendidik Gurunya Umat. Diakses dari 
https://fkippknums.wordpress.com/visi-misi-prodi-ppkn-fkip-ums/ 
Republik Indonesia, 1995. Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 Tentang 
Pemerintah Daerah. Jakarta : Sekretariat Negara 
10 
 
Republik Indonesia, 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 
Tahun 2005 Tentang Desa. Jakarta : Sekretariat Negara 
Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentamg Desa. 
Jakarta : Sekretariat Negara 
Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: PT Grafindo Persada. 
